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ABSTRAK: - Peraturan ini ditetapkan berdasarkan evaluasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan 
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan 
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
hukum dan untuk membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan 
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan secara serentak. 

 
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; 
PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020. 

 
 - Peraturan Komisi ini mengatur tentang pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang meliputi tata kerja, 



persyaratan, pembentukan, pemberhentian, dan penggantian PPK, PPS, KPPS, 
Pantarlih, Petugas Ketertiban TPS, serta Sekretariat PPK dan PPS. 

 
CATATAN: - Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2022. 

- Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan 
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan 
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 


